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BERITA DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
NOMOR 24 TAHUN 2016 

 

NOMOR    24     TAHUN  2016 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 

34 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA 

PEMBANGUNAN DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka pelaksanaan 

program dan kegiatan pembangunan 
sebagai penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) telah ditetapkan dokumen 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 
34 Tahun 2015; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi 
pelaksanaan Peraturan Gubernur 

dimaksud sampai dengan Triwulan II 
Tahun 2016, terdapat perubahan 
kerangka pendanaan, dan kegiatan 

prioritas daerah Tahun 2016; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, 

perlu dilakukan perubahan terhadap 
Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 

2015, sebagai pedoman untuk 
perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat Tahun 2016; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b dan huruf c, maka perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat Tahun 2016. 

 

Mengingat  :  1.  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah – Daerah 
Otonom Provinsi Kalimantan Barat, 

Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang sistem Perencanaan 

Pembangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun
 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4275); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun

 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali 
dan terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 

2006 tentang Tata Cara Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4663); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 

2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

 2008 tentang Pedoman Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4815); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

 2008 tentang Tahapan, Tata cara
 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

 2008 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833); 

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2015- 2019; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
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Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 

2005 Nomor 9); 

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Pokok- Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3); 

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

sebagaimana telah diubah beberapa kali 
dan terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Nomor 7); 

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 

Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2016 Nomor 3). 
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M E M U T U S K A N: 

 
Menetapkan    : PERATURAN GUBERNUR TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2015 

TENTANG RENCANA KERJA 
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016. 

 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 

Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 (Berita 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 34) 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 4 

(1) Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2016 menjadi landasan penyusunan perubahan 
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016. 

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menguraikan penambahan program dan kegiatan 

dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 
sampai dengan Triwulan II Tahun 2016. 

(3) Perubahan RKPD sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
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Bab I : Pendahuluan 

Bab II : Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016 

Sampai Dengan Triwulan II 

Bab III : Rencana Program dan Kegiatan 

Prioritas Daerah Tahun 2016 

Bab IV : Penutup 

(4) Uraian secara rinci perubahan RKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini 

 
 

Pasal II 

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak  
tanggal diundangkan.   

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat. 
 

Ditetapkan di Pontianak 
Padatanggal                   2016 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 
 

T.T.D 
 

CORNELIS 
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Diundangkan di Pontianak 
Padatanggal                     2016 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 

T.T.D 
 

M. ZEET HAMDY ASSOVIE 

 
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

TAHUN 2016 NOMOR 
 
 


